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Abstract 
 
Seen from in perpective of criminal law policy, formulation Section 50 sentences (3) letter f and h Jo 
Section 78 sentences (5) and sentence (7) Law Number 41, 1999 About Forestry in principle has 
chimed in with the formulation theory  glares at and crime responsibility, Lex Specialist Derogat Lex 
Generalis Principle, Purpose Of Crime, and protection principality of forest; Constraint faced by 
investigator Pontianak City Police in handling wood evidence goods result of forestry crime, be : a) 
doesn't have Rubasan, hence to woods processed by Pontianak City Police Investigator, only placed 
side front yard or beside office Pontianak City Police. Its consequence, the woods would quickly 
damage because condition of rain and temperature, in turn influential to degradation of quality of 
wood and the price of auction. b) Untuk executes auction to wood evidence goods becoming seized 
goods as referred to Section Section 45 sentences ( 1) and sentence ( 2) KUHAP and also specified 
hijacked for Negara by justice as referred to Section 273 sentences ( 3) and sentence ( 4) KUHAP, 
requires time which is long enough and can reduce quality and the price of wood which would in 
auction. The Strategy of Pontianak City Police in increasing effectivity straightening of law to the 
entry of woods illegal to region Pontianak City Police, done by increasing ability Special Criminal 
Detective Investigator of Pontianak City Police, through the management of education and training on 
an ongoing basis. Hereinafter is recommended. 
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Abstrak 
 
Dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana, formulasi Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo Pasal 78 
ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada prinsipnya 
telah bersesuaian dengan teori perumusan delik dan peratanggungjawaban pidana, Asas Lex Specialist 
Derogat Lex Generalis, Tujuan Pemidanaan, dan azas perlindungan hutan; (2) Kendala yang dihadapi 
penyidik Polresta Pontianak dalam menangani barang bukti kayu hasil tindak pidana kehutanan, 
adalah : a) tidak memiliki Rubasan, maka terhadap kayu-kayu yang diproses oleh Penyidik Polresta 
Pontianak, hanya ditempatkan disisi halaman depan atau  samping kantor Polresta Pontianak. 
Konsekuensinya, kayu-kayu tersebut akan cepat rusak karena kondisi hujan dan panas, yang pada 
gilirannya berpengaruh terhadap penurunan kualitas kayu dan harga lelang. b) Untuk melaksanakan 
lelang terhadap barang bukti kayu yang menjadi barang sitaan sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 45 
ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maupun yang ditetapkan dirampas untuk Negara oleh pengadilan 
sebagaimana dimaksud Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, membutuhkan waktu yang cukup 
panjang dan dapat menurunkan kualitas serta harga kayu yang akan di lelang; (3) Strategi Polresta 
Pontianak dalam meningkatkan efektifitas penegakan hukum terhadap masuknya kayu-kayu illegal ke 
wilayah Polresta Pontianak, dilakukan dengan meningkatkan kemampuan Penyidik Reserse Kriminal 
Khusus Polresta Pontianak, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. 
Kata Kunci : Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Kehutanan 
 
 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
Pengertian tindak pidana bidang kehutanan tidak diformulasikan dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana 
Kehutanan, dinormatifkan bahwa yang dimaksud dengan dengan : “Tindak Pidana Kehutanan 
yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana 
sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang 
Kehutanan dan Konservasi Hayati”. 
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menentukan :  
(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. 
(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasiL hutan kayu dan bukan 
kayu, serta izin pemungutan hasiL hutan kayu dan bukan kayu, diLarang melakukan 
kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. 
(3) Setiap orang dilarang: 
a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara 
tidak sah; 
b. merambah kawasan hutan; 
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak 
sampai dengan: 
1. 500 (Lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah 
rawa; 
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari 
tepi pantai. 
d. membakar hutan; 
e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa 
memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; 
f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; 
g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau ekspLorasi atau eksploitasi bahan 
tambang di daLam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; 
h. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi 
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; 
i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus 
untuk maksud tersebut oLeh pejabat yang berwenang; 
j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga 
akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin 
pejabat yang berwenang; 
k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau 
membeLah pohon di daLam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 
l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan 
serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke daLam 
kawasan hutan; dan 
m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang 
tidak diLindungi undang-undang yang berasaL dari kawasan hutan tanpa izin dari 
pejabat yang berwenang. 
(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan 
atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
Dalam konteks penelitian tesis ini, penulis hanya membatasi obyek penelitian pada 
formulasi Pasal 50 ayat (3) huruf  f dan h yang berdasarkan Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) 
diancam dengan pidana sebagai berikut:: 
(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaL 
50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
(7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daLam PasaL 
50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miLyar rupiah). 
 
Pembatasan obyek penelitian ini terkait dengan kokasi penelitian di wilayah Polresta 
Pontianak yang umumnya menemukan sejumlah kasus pengangkutan kayu olahan tanpa 
surat keterangan sahnya hasil hutan di wilayah Polresta Pontianak, yang diproses sebagai 
kayu illegal dan dikenakan Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan.  
Persoalan empiris di lapangan, kayu-kayu olahan yang diangkut tanpa surat 
keterangan sahnya hasil hutan, antara lain : 
a. Tidak diketahui pemilik atau pembeli kayu yang sebenarnya, sehingga yang dijadikan 
terdakwa hanyalah supir truk atau motoris angkutan air; 
b. Diketahui pemilik kayu, tetapi pembelian kayu olahan tersebut hanya digunakan 
untuk keperluan membangun/memperbaiki rumah sendiri; 
c. Penerima kayu diketahui, tetapi bukan pemilik atau pembeli kayu yang sebenarnya.  
Tetapi karena bunyi rumusan Pasal 50 huruf f dan h jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sedemikian rupa eksaknya, maka kepada supir truk, 
motoris angkutan air dan penerima kayu olehan tetap diterapkan ketentuan 78 ayat (5) dan 
ayat (7)  dimaksud.  
Jika dicermati rumusan Pasal 50 huruf f dan h, menunjukkan kerancuan cukup 
fundamental, sebagai berikut: 
a. Bukankah antara perbuatan memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sebagaimana 
dimaksud Pasal 50 huruf f sama maknanya dengan perbuatan menguasai atau 
memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf h ?. Tetapi mengapa 
sanksinya berbeda sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ? 
b. Selain itu, mengapa perbuatan menerima, dipersamakan dengan perbuatan membeli 
atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil 
hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau 
dipungut secara tidak sah, dipersamakan ancaman pidananya.  
c. Demikian pula, mengapa perbuatan mengangkut, dipersamakan dengan perbuatan 
menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan. 
d. Jika dihubungkan dengan Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP, sebenarnya substansi 
perbuatan pidana kehutanan menurut Pasal 50 huruf f dan h lebih tepat disebut sebagai 
tindak pidana penadahan.  
Pasal 480 
Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah: 
1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, 
atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, 
mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau 
sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; 
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. 
 
Pasal 481 
(1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima 
gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
(2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4 dan haknya untuk 
melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. 
 
Karena itu, menurut pendapat penulis formulasi Pasal 50 huruf f dan h Jo Pasal 78 
ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan layak dikaji 
ulang agar dapat diperbaharui lebih baik lagi ke masa depan. 
Permasalahan di atas, telah menarik minat peneliti untuk mendalaminya melalui 
penulisan tesis dengan judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM 
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEHUTANAN BERTDASDARKAN PASAL 
50 AYAT (3) HURUF f DAN h UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 
TENTANG KEHUTANAN (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Pontianak)  
 Permasalahan 
1. Apakah formulasi Pasal 50 huruf f dan h Jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki landasan teori dan asas 
hukum yang kuat ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana ? 
2. Kendala apa yang dihadapi penyidik Polresta Pontianak dalam menangani barang 
bukti hasil tindak pidana kehutanan ? 
3. Bagaimana Strategi Polresta Pontianak meningkatkan efektifitas penegakan hukum 
terhadap masuknya kayu-kayu illegal ke wilayah Polresta Pontianak? 
 
Pembahasan 
A. Landasan Teori dan Asas Hukum Formulasi Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo Pasal 
78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  
 
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 
Jika dicermati formulasi Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan, maka pengaturan norma larangan dan norma sanksinya diatur 
secara terpisah atau tidak dalam satu kesatuan rumusan pasal. Perbuatan yang dilarang 
diatur dalam Pasal 50, sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 78. 
Pengaturan norma larangan dengan norma sanksi yang terpisah tersebut, secara 
teoretis maupun empiris tidak menimbulkan permasalahan hukum, karena suatu 
perbuatan dapat dikatakan sebagai delik jika memenuhi unsur-unsur: 
a. Suatu perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang; 
c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan, artinya dipersalahkan karena telah melakukan 
perbuatan tersebut.
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Terkait dengan masalah tesis ini, maka perbuatan yang dilarang menurut Pasal 50 
ayat (3) huruf f adalah, setiap orang dilarang : “Menerima, membeli atau menjual, 
menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang 
diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah”. Terhadap perbuatan ini oleh Pasal 78 ayat (5) diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 
(lima milyar rupiah). 
                                               
1 Pendapat Simon, dalam Satochid Kartanegara, Op. Cit, Hlm.74. 
Sedangkan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 50 ayat (3) huruf h adalah, 
setiap orang dilarang : “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”. Terhadap 
perbuatan ini oleh Pasal 78 ayat (7) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miLyar rupiah). 
Tetapi jika dicermati lebih mendalam, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang 
prinsipil antara kedua norma larangan tersebut, karena  “patut diduga berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” dengan “tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” hakikatnya 
sama saja, ialah adanya “kayu illegal” atau “kayu tidak sah”. Bukankah untuk dapat 
menduga sejumlah kayu log ataupun kayu olahan berasal dari “kawasan hutan yang 
diambil atau dipungut secara tidak sah” adalah karena kayu-kayu tersebut “tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”. Karena itu 
menurut pendapat penulis, seharusnya kedua bentuk perbuatan tersebut sama 
kualifikasinya dan diancam dengan sanksi pidana yang sama pula, ialah Pasal 78 ayat (5) 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). 
Kemudian jika dikaji dari segi teori pertanggungjawaban pidana, maka formulasi 
Pasal 78 UU No. 41 Tahun 2009 menggunakan kalimat “barang siapa” dengan “sengaja”, 
yang ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum, maka formulasi Pasal 78 tersebut 
bersesuaian dengan teori pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban itu ada 
apabila ada “kesalahan”, sesuai asas asas hukum : “tidak dipidana tanpa adanya kesalahan 
(Geen Straf Zonder Schuld)”. Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa menurut Voss 
kesalahan mengandung tiga ciri pokok , yaitu: 
a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan 
(Toerekeningsvatbaarheid van de Dader). 
b. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat 
berupa kesengajaan atau kealpaan. 
c. Tidak terdapat dasar  alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si 
pembuat atas perbuatannya itu.
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Kemudian menurut Roelan Saleh, orang yang melakukan perbuatan pidana 
akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan dan untuk adanya kesalahan yang 
mengakibatkan dipidananya terdakwa atau si tersalah haruslah memenuhi persyaratan : a. 
                                               
2 Bambang Poernomo, Loc. Cit.  
Mampu bertanggung jawab; b. Dengan sengaja atau alpa; c. Tidak ada alasan 
pemaaf.
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Demikian pula menurut Moeljatno, bahwa untuk adanya kesalahan, seorang 
pelaku perbuatan pidana harus :
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a. melakukan perbuatan pidana. 
b. di atas unsur tertentu mampu bertanggung jawab. 
c. mempunyai kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.  
d. tidak adanya alasan pemaaf. 
Karena itu, menurut Moeljatno untuk adanya kemampuan bertanggung jawab 
harus ada:
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a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; 
sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Di sini faktor akal sangat 
menentukan dapat tidaknya membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan 
yang tidak. 
b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan 
buruknya perbuatan tadi. Di sini faktor perasaan atau kehendak, sangat menentukan 
yang berkenaan dengan penyesuaian tingkah lakunya dengan keinsafan untuk 
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang.  
Selain syarat di atas, juga harus terpenuhi unsur-unsur yang diformulasikan dalam 
perumusan delik, yaitu:
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a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
 
Kelima unsur di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur 
pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif:
 7
  
a. Unsur Pokok Objektif : 1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok 
objektif: adanya perbuatan aktif dan Ommission, ialah tidak aktif berbuat atau 
perbuatan negatif; 2) Akibat perbuatan manusia : yang membahayakan, 
menghilangkan, atau merugikan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh 
                                               
3 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar dalam 
Hukum Pidana), PT Aksara Baru : Jakarta, 1983, Hlm. 10. 
4 Moeljatno, Op.cit., Hlm. 164.  
5 Moljatno, Asas-asa Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta: Bina Aksara, 1984, Hlm. 35. 
6 Ibid, Hlm. 63. 
7 Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik), Cetakan Pertama,  Sinar 
Grafika, Jakarta, 1991, Hlm. 6-7. 
hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau 
kehormatan; 3) Keadaan-keadaan dibedakan atas: Keadaan pada saat perbuatan 
dilakukan; dan Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 4) Sifat dapat dihukum dan 
sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan 
hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
b. Unsur Pokok Subjektif : Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau 
tak ada kesalahan”. Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja 
(intention/dolus/opzet) dan kealpaan (negligent/schuld). 
1) Kesengajaan terdiri atas : a. Kesengajaan sebagai maksud; b. Kesengajaan 
dengan sadar kepastian; c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus 
eventualis).  
2) Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan. Ada 
dua bentuk kealpaan, yaitu: a. Tidak berhati-hati; dan b. Tidak menduga-duga 
akibat perbuatan itu. 
Beberapa sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak, 
dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. de will (kehendak) dapat 
ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang 
berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau 
membayangkan.
8
  
Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan 
unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Menurut teori pengetahuan atau teori 
membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena 
manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu 
akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan 
dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan 
dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik 
beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan 
terjadi pada waktu ia berbuat. 
Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan 
atau membayangkan. Alasannya adalah:
38
 
Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk 
menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan 
(gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu 
                                               
8 Lihat Moeljatno, Op. Cit., hlm. 171-176; Sudarto, Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan kedua 
(Semarang Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, Hlm. 102-105; A. Zainal 
Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, Hlm. 12-13. 
saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau 
tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan 
tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu 
perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa 
perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak 
dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal 
dalam batin terdakwa. 
Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa 
kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu :  kesengajaan sebagai maksud, 
kesengajaan dengan sadar kepastian dan, kesengajaan dengan sadar 
kemungkinan (dolus eventualis ).
9
 Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga 
diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim 
menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga 
mengikuti corak-corak yang lain. 
2. Asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis  
Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal Pasal 78 ayat (5) dan ayat 
(7) UU No. 41 Tahun 1999, hakikatnya telah menyimpangi ketentuan Pasal 480 dan 
Pasal 481 KUHP tentang kejahatan penadahan. Pasal 480 KUHP menentukan 
ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah. Sedangkan Pasal 481 menentukan ancaman pidana penjara paling 
lama tujuh tahun serta dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4 dan haknya untuk 
melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan: 
1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; 
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata; 
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan 
umum. 
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak 
menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang 
yang bukan anak sendiri; 
Kongkretnya, pengaturan sanksi menurut Pasal Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf 
h Jo Pasal Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 lebih berat di banding 
sanksi pidana yang diatur Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP. Jika dilihat dari ketentuan 
Pasal 103 KUHP, yang menentukan: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab 
VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-
undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan 
                                               
9 Selengkapnya, lihat Moeljatno, Op.Cit., hlm. 174-175; Sudarto, Op.Cit., HLM. 103-105; Leden 
marpaung, Op.Cit., hlm. 14-18; dan A. Zainal Abidin Farid, Op.Cit., hlm. 286-297. 
lain”, maka secara yuridis formulasi Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal 78 ayat 
(5) dan ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pada prinsipny sah-sah saja.  
Tetapi konsekuensinya, ketentuan Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP secara yuridis 
menjadi dikesampingkan oleh Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal 78 ayat (5) 
dan ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Artinya, tehadap tindak pidana 
kejahatan penadahan kayu illegal, tidak dapat dikenakan Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP, 
melainkan harus dikenakan Pasal 50 ayat (3) huruf f dan huruf h Jo Pasal 78 ayat (5) dan 
ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 
1. Teori Tujuan Pemidanaan 
Ancaman sanksi pidana yang lebih berat sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 
78 ayat (5) dan ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dibanding sanksi 
pidana menurut Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP, dilihat dari segi tujuan pemidanaan juga 
cukup rasional. Sebab, masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan dampak 
yang sangat luas, tidak hanya menyangkut kerugian terhadap keuangan Negara, tetapi 
juga terkait dengan dampak lingkungan hidup. 
Sehubungan itu, menurut Barda Nawawi Arief,
10
 terdapat dua pertimbangan 
dalam pemberian sanksi pidana kepada seseorang, diantaranya: 
1. Penetapan sanksi dalam suatu perundang – undangan pidana bukanlah sekedar 
masalah teknis perundang – undangan semata, meliankan ia merupakan bagian tak 
terpisahkan dari subtansi atau materi perundang – undangan itu sendiri. Artinya, 
masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami 
secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi materi perundang – 
undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang 
serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemmapuan hokum pidana dalam 
menganggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kencederungan dalam produk 
kebijakanlegislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk 
menakuti atau mengamankan bermacam – macam kejahatan yang mungkin 
tumbul diberbagai bidang. 
2. Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana 
seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan 
menimbulkan “ The Crisis Of Over Criminal Law “ (krisis kemampuan batas dari 
hukum pidana ). 
3. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari 
masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata 
lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan 
sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun 
“tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai 
tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda – 
beda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap 
berorintasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri. 
                                               
10 Ibid. Hlm. 3. 
Karena itu, norma sanksi hakikatnya merupakan norma penegak dari suatu 
peraturan perundang-undangan. Tanpa norma sanksi, maka pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan tidak akan efektif. Norma sanksi diformulasikan ke dalam peraturan 
perundang-undangan karena adanya perbuatan yang dilarang, diperintahkan, diwajibkan, 
atau diharuskan. Jika norma larangan, perintah, kewajiban, dan keharusan tidak ditopang 
oleh norma sanksi, maka peraturan perundang-undangan tidak memiliki daya paksa untuk 
dipatuhi oleh subyek hukum yang diikatnya dan ditegakkan oleh lembaga/aparatur 
penegak hukum yang berwenang. Karena itu, tujuan umum diaturnya norma sanksi,  
adalah untuk:  
a. Mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap peraturan perundang-
undangan; 
b. Menindak setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; 
c. Menghukum setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; 
d. Memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan; 
e. Memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum 
yang berlaku agar diperoleh ketertiban, rasa aman, kedamaian, dan kesejahteraan 
dalam tata kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
Dalam Undang – Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur 4 
(empat) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak 
pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang 
diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, adalah :
11
  
a. Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda :  
b. Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), bahwa : “Kekayaan negara berupa 
hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil 
kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk 
Negara”. 
c. Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) : “Setiap perbuatan melanggar 
hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi 
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab 
perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau 
akibat yang ditimbuLkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi 
hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”. 
d. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80 ayat (2) : Setiap pemegang izin usaha 
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam 
undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif”. Sanksi administratif yang 
dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau 
pengurangan areal [Penjelasan Pasal 80 ayat (2)]. 
                                               
11 Salim H.S, Dasar – dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 
147. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa “Sanksi” merupakan salah 
satu unsur yang esensial dalam perumusan delik, dan menjustifikasi bahwa hukum 
sebagai kaidah bersanksi yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh instuti si 
kenegaraan maupun kemasyarakatan yang berwenang untuk itu.
12
 Bila dicermati 
pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP, 
maka ditemukan penggunaaan sanksi pidana dan saksi tindakan diatur sekaligus.
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3.Asas Perlindungan Hutan 
Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, 
kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi 
produksi, tercapai secara optimaL dan lestari.
14
 Prinsip-prinsip perlindungan hutan 
meliputi : 
a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang 
disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta 
penyakit. 
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas 
hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan 
dengan pengelolaan hutan.
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Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan : a. 
Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan 
hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusahaan hutan yang tidak bertanggung 
jawab; b. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, 
serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan; c. Kerusakan 
hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin; d. Kerusakan hutan akibat 
pengembalaan ternak dan akibat kebakaran; e. Kerusakan hasil hutan akibat 
perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam. 
 
B.Kendala yang dihadapi penyidik Polresta Pontianak dalam menangani barang bukti 
kayu tindak pidana kehutanan 
1. Penyimpanan Barang Bukti 
                                               
12
 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian Philosophis dan sosiologis), PT.Chandra 
Prtama, Jakarta, 1996, Hlm.62. 
13 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 63. 
14 Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009. 
15 Pasal 6. 
Data kasus temuan kayu illegal di wilayah Polresta Pontianak selama tahun 2011 
sebanyak 3 (tiga) kasus dengan 3 (tiga) orang tersangka dan temuan kayu olahan 
sebanyak 500 M3.
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Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang 
Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan menentukan, bahwa tata cara 
pengurusan barang bukti hasil hutan kayu bulat, kayu olahan dan serpihan adalah 
dengan melakukan: 
a. Identifikasi; 
b. pengangkutan; 
c. penyimpanan;  
d. perawatan dan pemeliharaan 
e. pengamanan; 
f. pinjam pakai barang bukti; 
g. pelelangan; dan 
h. pemusnahan dan pelepasliaran. 
 
Kemudian berdasarkan Pasal 17 barang bukti harus disimpan di rumah 
penyimpanan barang bukti sitaan dan rampasan (Rubasan). Tetapi apabila di wilayah kerja 
instansi yang menangani Tipihut belum ada Rubasan atau Rubasan yang ada tidak 
mempunyai fasilitas untuk penyimpanan, maka barang bukti dapat disimpan di tempat 
tertentu yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan/pengumpulan barang bukti.
17
 
Terkait dengan ketentuan di atas, karena Polresta Pontianak tidak memiliki 
Rubasan, maka terhadap kayu-kayu yang diproses oleh Penyidik Polresta Pontianak, hanya 
ditempatkan disisi halaman depan atau  samping kantor Polresta Pontianak. 
Konsekuensinya, kayu-kayu tersebut akan cepat rusak karena kondisi hujan dan panas, 
yang pada gilirannya berpengaruh negative terhadap penurunan kualitas kayu dan harga 
lelang.  
2. Pelelangan Barang Bukti  
Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
menentukan : “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat 
termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”.  
Kemudian secara teknis pengaturan tata cara penyelesaian barang rampasan 
diatur sebagai berikut : 
                                               
16 Hasil wawancara dengn responden penelitian ini. 
17 Pasal 17 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti 
Tindak Pidana Kehutanan. 
1. Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat 
Edaran Jaksa Agung Nomor : SE - 03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang 
Penyelesaian Barang Rampasan, antara lain menentukan : 
a. Ketentuan umum 
1) Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 
ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 
(empat) bulan sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. 
2) Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi jaksa 
untuk mentaatinya. 
3) Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual 
lelang melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang rampasan tertentu 
Jaksa Agung RI dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan 
negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang 
rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk diimport dan 
dilarang untuk diedarkan, dalam hal ini Jaksa Agung dapat menetapkan untuk 
kepentingan negara, sosial atau dimusnahkan. 
4) Setiap satuan barang rampasan dalam suatu perkara yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, dalam tenggang 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut 
diterima, sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang 
menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang penyelesaian 
yang berwenang, dengan melampirkan salinan putusan atau extract vonnis dan 
pendapat hukum. Pelimpahan dilakukan dengan suatu berita acara. 
b. Ijin lelang dan pendapat hukum 
1) Untuk dapat menjual lelang barang rampasan diperlukan ijin yang diberikan 
oleh : 
a). Kepala Kejaksaan Negeri apabila dasar barang rampasan yang ditentukan 
instansi yang berwenang (Instansi berkaitan dengan jenis barang 
rampasan) diperkirakan tidak melebihi harga Rp. 25 juta. 
b) Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila harga dasar barang rampasan 
diperkirakan diatas Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50 juta. 
c) Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan apabila harga 
dasar barang rampasan diperkirakan diatas Rp. 50 juta. 
2). Sebelum diterbitkan ijin untuk menjual lelang, perlu permohonan surat ijin 
untuk menjual lelang barang rampasan, yang ditujukan kepada: 
a) Kepala Kejaksaan Negeri oleh bagian yang berwenang menyelesaikan 
barang rampasan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. 
b) Kepala kejaksaan Tinggi oleh Asisten bidang yang berwenang atau kepala 
Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. 
c) Jaksa Agung Muda yang berwenang rnenyelesaikan barang rampasan oleh 
Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala 
Cabang Kejaksaan Negeri. 
c. Permohonan ijin menjual lelang harus dilampiri surat-surat : 
1) Turunan putusan pengadilan atau extract vonnis, yang membuktikan Bahwa 
barang bukti telah dinyatakan dirampas untuk negara. 
2) Keterangan yang jelas mengenai macam, jenis, jumlah, berat dan sebagainya 
dan barang rarnpasan. 
3) Keterangan mengenai keadaan barang rampasan, setelah dilakukan penelitian 
di tempat. 
4) Perkiraan harga dasar yang wajar yang didasarkan pada keadaan barang. 
5) Pendapat hukum dari bidang yang menangani sebelutn menjadi barang 
rampasan, yang berisikan : 
6) Bahwa putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
7) Bahwa barang rarnpasan tidak dijadikan bukti dalam perkara lain. 
8) Bahwa barang rampasan tidak akan dijadikan bukti dalam perkara perdata atau 
dituntut oleh fihak ke tiga. 
9) Penentuan keadaan barang dilakukan oleh seorang ahli dalam bidangnya, dan 
dibuat secara tertulis. 
10) Penentuan harga dasar dilakukan oleh seorang ahli, berdasarkan keadaan 
barang. 
11) Terhadap barang rampasan yang berada di luar wilayah hukum Kejaksaan 
Negeri atau Kejaksaan Tinggi, penentuan harga dasar dimintakan melalui 
Kejaksaan setempat kepada instansi yang berwenang dimana barang rampasan 
berada. 
d. Tenggang waktu penentuan lelang : 
1) Selambat-lambatriya 14 (empat belas) hari setelah barang rampasan diterima 
Bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan di Kejaksaan harus 
mengajukan ijin untuk menjual lelang, dipergunakan bagi kepentingan negara 
atau sosial atau dimusnahkan Kepada Jaksa Agung RI atau Kepala Kejaksaan 
Tinggi, dengan melampirkan semua dokumen atau surat –surat pendukung. 
2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ijin lelang, 
dipergunakan untuk kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan, Kajari 
sudah memberikan putusan untuk pelaksanaan menjual lelang atau untuk 
kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan. 
3) Sebelum memberi keputusan, apabila dipandang perlu asisten yang berwenang 
dapat minta pendapat hukum kepada asisten yang menangani sebelum menjadi 
barang-barang rampasan, dan pendapat hukum diberikan selambat-lambatnya 
7 (tujuh) hari setelah permintaan diajukan. 
4) Selambat-lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ijin lelang, atau 
dipergunakan untuk negara atau sosial atau dimusnahkan, tembusannya 
dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan 
dan selanjutnnya Kejati sebagai pengendali akan memberikan petunjuk atau 
rekomendasi. 
5) Apabila dipandang perlu Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang 
rampasan dapat minta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda yang 
menangani sebelum menjadi barang rampasan, dan pendapat hukum diberikan 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan diajukan. 
e. Barang-barang rampasan dari beberapa putusan pengadilan, dapat dijual bersama-
sama apabila penggabungan tadi diperkirakan akan memberi hasil yang lebih baik 
daripada jika dijual sendiri-sendiri. Atau jika barang-barang tadi bila dijual 
sendiri-sendiri tidak mungkin ada pembelinya karena jumlah barang terlalu 
sedikit. Dalam hal ini ijin menjual lelang diajukan sendiri-sendiri, tetapi 
pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Setelah diberikan keputusan ijin untuk 
menjual lelang barang rampasan, segera dilakukan pelelangan dengan perantara 
Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan yang berlaku.  
f. Tiga hari sebelum dilakukan pelelangan, Kejaksaan Negeri mengumumkan 
kepada masyarakat umum melalui surat kabar atau mass media lainnya, yang 
menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri akan melakukan pelelangan barang 
rampasan dengan disebutkan jenis dan jumlahnya. Hal ini dimaksudkan agar 
mendapatkan penawaran harga yang paling baik. Adapun prosedur / ketentuan 
lelang adalah sebagai berikut : 
1) Panitia menentukan harga dasar, kemudian peserta dipersilahkan memberikan 
penawaran. 
2) Jika penawaran tertinggi belum atau tidak mencapai harga minimum yang 
ditentukan maka pelelangan dinyatakan batal. Kemudian dibuat berita acara 
yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang. 
3) Sepuluh hari setelah pelelangan pertama batal, maka akan dilakukan lelang 
ulang. 
4) Jika dalam pelaksanaan lelang yang kedua ini penawaran tertinggi juga belum 
mencapai harga minimum yang ditentukan maka pelelangan yang kedua 
dinyatakan batal, kemudian panitia membuat berita acara pembatalan. 
5) Pelelangan yang ketiga kali adalah yang terakhir dan memerlukan ijin. 
6) Ijin lelang yang ketiga diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau 
Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda, dengan dilampiri berita acara 
pembatalan lelang dan risalah lelang. 
7) Pelelangan yang ketiga ini diusahakan agar penawaran dari peserta lelang 
sebelumnya yang mencapai harga tertinggi dijadikan harga dasar. 
8) Terhadap barang rampasan yang nilainya tidak melebihi Rp. 100.000,- (seratus 
ribu rupiah) dapat dilakukan pembayaran tunai dihadapan dua orang saksi 
tanpa melalui Kantor Lelang Negara, kemudian dibuat berita acara. 
9) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan dinyatakan 
selesai, panitia pelaksana harus sudah menyelesaikan secara tuntas semua 
barang rampasan yang menjadi tanggung jawabnya. 
10) Dalam jangka waktu 2 X 24 jam hasil lelang harus disetorkan ke Kantor Kas 
Negara. Apabila dalam daerah yang bersangkutan tidak ada Kantor Kas 
Negara, maka dapat disetorkan melalui Bank milik pemerintah atau lewat Giro 
Pos untuk rekening Kas Negara. 
11) Kejaksaan Negeri yang telah melaksanakan lelang akan melaporkan hasilnya 
kepada instansi atasan yang telah memberi ijin, dengan dilampiri : 
(1) Apabila ijin lelang diberikan oleh Kejaksaan Agung maka lampirannya 
adalah : Bukti pengumuman lelang,  Risalah lelang dan Tanda bukti 
setoran. 
(2) Apabila ijin lelang diberikan oleh Kajati maka lampirannya : a. Surat 
keputusan ijin lelang. b. Bukti pengumuman lelang. c. Risalah lelang. d. 
Tanda bukti setoran. 
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Salah satu jenis lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh 
kejaksaaan adalah Lelang Eksekusi Barang Rampasan Untuk Negara.
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C. Strategi Polresta Pontianak dalam meningkatkan efektifitas penegakan hukum 
terhadap masuknya kayu-kayu illegal ke wilayah Polresta Pontianak 
Pengertian strategi dan taktik lazim digunakan dalam ilmu kemiliteran, tetapi 
dapat juga diadopsi pada disiplin ilmu lainnya. Di bidang kemiliteran, Strategi, 
mengandung pengertian siasat mendayagunakan sumber daya militer untuk 
memenangkan peperangan (the winning of the war). Taktik, adalah siasat 
mendayagunakan satuan-satuan kekuatan militer untuk memenangkan suatu pertempuran 
(the winning of the battle).  
Di bidang Ekonomi, strategi diartikan sebagai formulasi rencana dan pelaksanaan 
rencana strategis di bidang ekonomi untuk mendayagunakan sumber daya ekonomi yang 
bersifat terbatas secara efektif, efisien, menguntungkan, dan memberikan kemakmuran 
kepada setiap orang untuk mememenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas.  
Kemudian berkembang menjadi konsep Manajemen Strategi yang dirumuskan: 
“suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing) dan 
evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan 
sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa mendatang”. Sifat Dasar Strategi, adalah 
: 
a. Menyatu (unified): menyatukan seluruh bagian ke dalam sistem. 
b. Menyeluruh (comprehensive): mencakup seluruh aspek materi. 
c. Integral (integrated): kebaikan suai dan kesesuaian terbaik antar lembaga, institusi 
dan pemegang peran.  
Karena itu, strategi dihasilkan melalui proses berpikir strategis dengan pendekatan 
metodologi tertentu untuk memecahkan masalah strategis yang dihadapi oleh suatu 
organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Masalah strategis adalah masalah yang 
bersifat: (a) multi dimensional; (b) berdampak luas; (c) berjangkauan panjang; (d) 
berorientasi ke depan; (e) perumusan mendalam; (f) mempertimbangkan faktor internal 
dan eksternal (lingkungan strategis); (g) memerlukan keputusan dari lembaga, lingkungan 
jabatan, manajemen, dan/atau kewenangan tertinggi; (h) menghasilkan dokumen 
perencanaan; dan (i) proses pelaksanaan sistemik.  
Menurut Momo Kelana,
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 Strategi Pembangunan POLRI tidak terlepas dari arah 
kebijakan Pembangunan POLRI ke depan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, antara lain :  
                                               
18 Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 
a. Meningkatkan keprofesionalan POLRI, sebagai alat negara penegak hukum, 
pengayom dan pelindung masyarakat. 
b. Meningkatkan kemampuan POLRI yang akan menentukan postur dan penampilannya 
serta mencerminkan Budaya Polisi Indonesia.  
c. Upaya strategik yang perlu dilakukan ialah : 
1) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan POLRI sebagai alat negara 
penegak hukum, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat; 
2) Meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana, pendidikan serta 
pengawasan yang efektif. 
3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, 
keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia; 
4) Mewujudkan Polri sebagai aparatur negara yang berfungsi melindungi, 
mengayomi dan melayani masyarakat, berdaya guna, produktif, transparan, bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Pada tataran operasionalisasinya senantiasa didasarkan kepada asas-asas yang 
relevan dengan paradigma POLRI, yaitu : 
a. Asas legalitas yaitu asas yang mempersyaratkan landasan hukum dan undang-undang 
bagi setiap kebijakan dan tindakan kepolisian. Asas ini cerminan dan paradigma 
supremasi hukum. 
b. Asas kewajiban (plichtmatigheid beginsel) yaitu asas yang menunjuk kepada 
"kewajiban umum kepolisian” untuk memelihara keamanan dan ketertiban sebagai 
dasar bertindak bagi kepolisian demi kepentingan umum. 
c. Asas Preventif yaitu asas yang mengutamakan upaya pencegahan. Asas ini juga 
menjadi dasar tolok ukur keberhasilan POLRI. Keberhasilan POLRI diukur tidak 
berdasarkan tindakan represif dan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tetapi 
diukur dengan tingkat kondisi tidak terjadinya tindakan pidana. 
d. Asas Partisipasi, yang memungkinkan keikut-sertaan masyarakat dalam tugas-tugas 
kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif terbatas sesuai undang-undang. 
Asas ini perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah Police employe rate. 
e. Asas Subsidiaritas, yaitu asas yang memberikan peluang kepada POLRI untuk 
mengambil prakarsa dan tindakan pertama dalam hal penanggung jawab teknisnya 
belum ada (terbatas dalam lingkup masalah yang berkait dengan tugas polisi). 
Penjabaran asas tersebut juga menuntut kesediaan pemolisian kearah metode 
"community policing", karena disadari bahwa sekarang ini sedang berlangsung pergeseran 
kaidah dalam rangka menuju perwujudan jati diri, profesionalisme dan modernisasi 
kepolisian yang dirangkum dalam budaya polisi Indonesia, yang secara umum harus :  
1) Sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat Polri harus lebih berorientasi kepada 
kebutuhan masyarakat yang akan dilayaninya; 
2) Mengedepankan supremasi hukum, menuntut kemandirian, pemuliaan profesi dan 
kemampuan penegakan hukum yang handal dan tahan uji; 
3) Sejalan dengan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, menempatkan Polisi 
sebagai mitra sejati masyarakat; 
4) Semangat perwujudan aparatur negara yang baik dengan prinsip "good governance" 
tercermin pula dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian; 
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5) Menjunjung tinggi HAM dengan pendekatan tugas yang tidak lagi pendekatan 
kekuasaan dan kewenangan tetapi lebih kepada pendekatan etika, moral dan akal 
budi; 
6) Prinsip efektifitas dan efisiensi diperhatikan dengan mempertimbangkan kemampuan 
negara. Oleh karena itu Pembinaan Potensi Masyarakat dan hubungan Polisi dan 
Masyarakat perlu pula diintensifkan melalui pengembangan metode "Community 
Policing". 
Lebih lanjut Momo Kelana menjelaskan, dari segi keorganisasian, dapat dirujuk 
prinsip 7-S Mc. Kinsey tentang Organisasi yang terdiri dari: (1) Shared value and vision; 
(2) strategy; (3) structure; (4) systems; (5) staffing; (6) skills dan (7) style, maka melalui 
pendekatan organisasi ini dapat dicatat beberapa trend pergeseran kaidah organisasi 
kepolisian Indonesia yaitu : 
1) Shared value and vision bergeser dan nilai dan visi sebagai kekuatan kontrol sosial 
kearah nilai dan visi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan pelayanan 
yang bertanggung jawab serta mempunyai komitmen terhadap masyarakatnya. 
Dengan demikian Polri tidak lagi memandang dirinya sebagai sosok penyelenggara 
kekuasaan negara, tetapi lebih berperan sebagai sosok yang mengemban kepercayaan 
untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan pendekatan moral dan akal budi. 
2) Strategi bergeser dan dirancang berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas 
organisasi Polri sendiri kearah srtategi yang mengacu kepada tuntunan dan harapan 
masyarakat. 
3) Struktur bergeser, dari susunan dan struktur organisasi yang bersifat pyramida kearah 
struktur yang berbentuk network dengan pengembangan nilai kelompok dan 
kebersamaan sikap pejabat dalam struktur pyramida yang cenderung "melayani 
atasan" bergeser kearah paradigma sebagai pelatih, coach dan fasilitator dalam 
suasana kemitraan. 
4) Sistem bergeser, dari prosedur sistem yang berorientasi kedalam kearah sistem yang 
difokuskan kepada masyarakat yang akan dilayani. 
5) Staffing bergeser, dari staffing hierarkis, berjenjang kearah empowerment sampai 
ketingkat pelayanan. Pendelegasian wewenang didasarkan atas kepercayaan.  
6) Skills bergeser, dari kemampuan umum kepolisian kearah kemampuan teknik 
spesifik, sedangkan di bidang manajemen bergeser dari kemampuan mengelola kearah 
kemampuan memimpin. 
7) Style bergeser: dari penampilan sikap yang kaku kearah penampilan yang luwes dan 
fleksibel. 
Lantas bagaimanakah Strategi Polresta Pontianak dalam meningkatkan efektifitas 
penegakan hukum terhadap masuknya kayu-kayu illegal ke wilayah Polresta Pontianak? 
Dalam hal ini sangat diperlukan pengelolaan sumber daya manusia (serse) yang 
benar dan tepat, untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengungkap 
sindikat tindak pidana kehutanan, khususnya terhadap masuknya kayu-kayu illegal ke 
wilayah polresta Pontianak. Maka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 
kuncinya yang wajib direncanakan secara terprogram dengan tujuan, metode, peralatan, 
materi ajaran, jadual, dengan suasana DIKLAT yang jelas, relevan, terevaluasi baik, 
tepatguna dan berdayaguna oleh DITRESKRIMSUS atau Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan (PUSDIKLAT) Kepolisian di dalam maupun di luar negeri.  
Apalagi secara teoretis maupun praktik, memang ada korelasi yang cukup 
signifikan antara faktor penguasaan pengetahuan penyidikan, pemahaman peraturan 
perundang-undangan, keterampilan (skill) baik teknis maupun taktis, latar belakang 
pendidikan, dan masa kerja anggota SERSE (Penyidik), dengan tingkat keberhasilan 
mereka dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab penyidikan. Selain itu, 
juga diperlukan berbagai peralatan (teknologi) yang tepatguna untuk dapat 
menggungkap, memonitoring dan mengumpulkan alat-alat bukti terhadap peristiwa atau 
perbuatan pidana. Terlebih khusus, dukungan manajemen puncak, komitmen para 
spesialis dan generalis, perkembangan teknologi, kompleksitas organisasi, pengetahuan 
ilmu perilaku dan prinsip-prinsip pembelajaran serta kinerja dari fungsi SDM lainnya, 
kesemuanya merupakan faktor penting yang mempengaruhi upaya peningkatan kinerja 
DITRESKRIMSUS.  
 
Kesimpulan 
Dilihat dari perspektif kebijakan hukum pidana, formulasi Pasal 50 ayat (3) huruf f dan h Jo 
Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 
pada prinsipnya sudah bersesuaian dengan teori perumusan delik, peratanggungjawaban 
pidana, Asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis, Tujuan Pemidanaan, dan azas 
perlindungan hutan. 
1. Kendala yang dihadapi penyidik Polresta Pontianak dalam menangani barang bukti 
kayu hasil tindak pidana kehutanan, adalah : 
1) tidak memiliki Rubasan, maka terhadap kayu-kayu yang diproses oleh Penyidik 
Polresta Pontianak, hanya ditempatkan disisi halaman depan atau  samping kantor 
Polresta Pontianak. Konsekuensinya, kayu-kayu tersebut akan cepat rusak karena 
kondisi hujan dan panas, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap penurunan 
kualitas kayu dan harga lelang. 
2) Untuk melaksanakan lelang terhadap barang bukti kayu yang menjadi barang 
sitaan sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maupun 
yang ditetapkan dirampas untuk Negara oleh pengadilan sebagaimana dimaksud 
Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, membutuhkan waktu yang cukup 
panjang dan dapat menurunkan kualitas serta harga kayu yang akan di lelang. 
2. Strategi Polresta Pontianak dalam meningkatkan efektifitas penegakan hukum 
terhadap masuknya kayu-kayu illegal ke wilayah Polresta Pontianak, dilakukan 
dengan meningkatkan kemampuan Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polresta 
Pontianak, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. 
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